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Penataan
Kawasan Kumuh

Jadi PR

B Pemkot Fokus Pemulihan Ekonomi

dan Penanganan Pandemi

'YOGYA, TRIBUN - Dinas Peker-
jaan Umum Perumahan dan Ka-

wasan Permukiman (DPUKP) Kota *

Yogyakarta masih memiliki peker-

,jaan rumah untuk ka-

MENATA WILAYAH

©® DPUKP Kota Yogyakarta
masih memiliki PR untuk

gyakarta.
Kepala Bidang (Kabid) Perumah-
an dan Kawasan Permukiman

ji kawasan

kawasan kumuh di Kota
Yogyakarta.

kan pengadaan tanah,” ungkap
Wahyu.

Proposal penawaran
Dia menjelaskan,’sejauh ini ter-
dapat lebih kurang 80 proposal

“wasan kumuh di wilayah ini. Me- kumuh penawaran*tanah dari penduduk,
nurut SK kumuh tahun 2021, ada 4 yang masuk ke instansinya. Akan
94 hektar kawasan kumuh di Kot Menurut Sk kumuh tahun fetapl, pihaknya belum bisa me-
Yoy 2021, ada 94 hektar mastikan, lahan mana yang di-

prioritaskan untuk dibeli. Sebab,
Dispetaru harus menyesuaikan

DPUPKP Kota Yogyakarta, Sigit @ Pengurangan kawasan dengan rencana pemanfaatan la-
Setiawan, mengatakan, mayoritas kumuh akan dilaksanakan hannya!

skor kumuh di Kota Yogyakarta péda 2023 4 “Ini harus cermat. Misal, dari
berkisar 16 hingga 18. Dengan @ Saat ini Pemkot fokus pada penyebaran kewilayahannya. Ke-

skor tersebut, kawasan kumuh di
Kota Yogyakarta masuk dalam ka-
tegori kumuh ringan.

“Di Kota Yogyakarta masih ada

penanganan dampak pan-
demi Covid-19 dan fokus
pemulihan ekonomi,

mudian dari sisi kebutuhan, apa-
kah untuk fasilitas umum, atau
ruang terbuka. Setelah itu, dari
sisi pengelolaan, serta pemanfa-

94 hektar yang masuk kawasan - atan tanahnya di kemudian hari,”
kumuh. Kebanyakan skornya 16 2014 di Prenggan seluas 3 hektar,” tandasnya. p
sampal 18, masuknya kumuh ri- sambt Di samping untuk pengadaan

ngan,” katanya, Minggu (16/1).
‘Ada tujuh indikator kawasan ku-

muh yang saat ini diterapkan, se- +

ungnya.

Meski demikian, pengurangan
kawasan kumuh akan dilaksa-
nakan pada 2023. “Kalau yang

ruang terbuka hijau publik (RTHP),
proposal yang diajukan warga ma-
syarakat tersebut, terdapat pula

perti sanitasi, drainase, jalan ling- menjadi kota akandi- yanguntuk lain, mulai dari
; sampah, tata anggarkan pada 2023 nanti. Kalau  gedung pertemuan, atau Balai RW,
bangunan, proteksi kebakaran, nanti yang jadi kewenangan pusat yang tidak kalah krusial.

dan lainnya. Umumnya kawasan
Kkumuh di Kota Yogyakarta terken-
dala pada drainase dan sanitasi.
Hal itu karena rumah warga ma-
sih berada di pinggir sungai dan
limbah rumah tangga mash di-
buang ke sungai. “Sebagian besar
warga yang rumahnya di pinggir
sungal limbahnya masuk sungai.
Karena nggak punya septic tank.
Rumahnya kan mepet-mepet.
Makanya perlu mundur dulu tiga
meter. Nanti dimanfaatkan untuk
jalan lingkungan dan sanitasl,” te-

rangnya. .
Tahun ini tidak ada kegiatan
pengurangan kawasan kumuh.
Sebab tahun ini pthaknya fokus
pada pengurangan skor kumuh

akan kami usulkan ke pusat, ter-
masuk ke provinsi,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemkot saat ini
tengah fokus pada penanganan
Covid-19, serta pemulihan eko-
nomi sepanjang tahun anggaran
2022 ini. Fleksibilitas yang masih
sangat terbatas, otomatis membu-
at eksekutif urung

“Idealnya, luas lahan yang dibe-
1i pemerintah minimal 300 meter
persegl. Dengan luasan segitu, pe-
‘manfaatannya nanti bisa lebih le-
luasa, ya, apakah untuk membuat
ruang terbuka hijau, maupun fasi-
litas umum publik,” cetus Wahyu.

Pada tahun 2021, Pemkot Yogya-
dana sekitar

pengadaan tanah untuk publik.
Kepala Dinas Pertanahan dan

| Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yog-

yakarta, Wahyu Handoyo, menga-
takan, satu-satunya jalan untuk
pengadaan tanah adalah melalui
perubahan anggaran. Pasalnya,
proposal yang diajukan masyara-
kat untuk dibeli pemerintah kini
menumpuk, dan harus ditindak-

karta
Rp 30 miliaruntuk pengadaan ta-
nah. Anggaran itu, masing-masing
untuk ruang terbuka hijau di Ke-
mantren Wirobrajan. Dipaparkan-
nya, realisasi fasilitas publik terse-
but dibiayai lewat APBD murni.
“Kemudian, RTHP Prenggan
dan tanah calon Puskesmas Gon-
domanan, lewat perubahan ang-
garan. Kegiatan paling besar un-

di Prenggan, Kotagede. “Tahun ini  lanjuti. tuk lahan di Jalan Ibu Ruswo, itu
untuk pengurangan kumuhnya “Harapan kami, di perubahan kedepannya akan dimanfaatkan
nol. Untuk lokasi kumuh tidak ada  nanti, struktur lebth jadi F Gi

kegiatan. Tapi ada kegiatan pe-
nuntasan lokasi kumuh SK tahun

fleksibel, lebih leluasa. Sehingga,
kami dapat kemball merealisasi-

‘Anggaran kemarin sampai Rp 27
miliar,” pungkaspya. (aka)
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